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REPUTLISAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR £45.8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL [PH] SAMIGALUH
EABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8B ayat {2)
Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta dj lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogvakarta

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

vang bermute, peclu memberikan Hesempatan masyarakar melalud
crganisasi berbadan hukum untuk menyelengearakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikcan:

. ‘bahwa Ruudhatul Athfal yang. tercantum  dalam  Lampiran

Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis,
dan kelavakan yang telah ditetaplan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, perlu mnenctapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilavah Kementerian Agama Daerah lstimeysa Yopyakarta
tentang Pemberian [zin Operasional Pendirfan Raudhatul Athal
Iphi Samigaluh Kabupaten Kulom Progo.

cUndang-Undang Nomoer 20 Tahun 2003 rentang.  Sistem

Peadidikan Masional (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Megpra Ropublik Indunesia
Momor 4301,

 Undang-Undang Nomoer 14 Tahun 2005 tentang Guri dan Dozen

({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor HC
Tambahen Lembaran Negars Republik Indonesia Momor 586}

. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentane Standor

Nazional Pendidikan {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik indonesia
Nomor 4496) sebapaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang -Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
U113 Bomor 71, Tambahan Lemibaran Negara Republik Indoresia
Momor 5414

4. Pergturan,;
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Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tabun 2008 lentang Waph
Belafar Pendidikan Daszar (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tamhbahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4863):

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang Pendanaan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864):

Peraturan Pemerintah Nemor 74 Tahun 2008 tentang Gurug
ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia MNemor S1504 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
lentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5 | 571,

. Peraturan Menteri Pendidikan MNasional Nomor 24 Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
[btidaivab, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawivah,
chan Sekalaih Menengah Atas/ Madrasah Aliyal;

. Poraturan Menternn Pendidikan Nisional Homar 15 Tahun 2010

tentang  Standar  Pelayanan Mirurmal Pendicikan di
Rabupaten/Kota sebapaimana telah diubah menjads Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peratoran Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Fendidikan di Kabupaten/ Kota:

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrazah dan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah
werita. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sehagaimana telah diubah dengan Peratursn  Menteri Agama
Momor 31 Tahun 2003 1entang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penpgawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agema Istam pada Sckolah |Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomoer G84];

- Peraturan: Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Urganisasi dan Tate Kerja Instans: Vertika) Keémenterian Apgama
|Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor B51):

Peraturan Mentert Agama Nomor 90 Tahupn 2013 teriang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negars Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomar 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteti Agama Nomor 90 Takun 2013
tentang Penyvelenggaraan Pendidikan Madraszah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomar 1733);

MEMUTUSKAN |,
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MEMUTUSHAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
FEMEERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL IPHI SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah  kepada
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Setefah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal vang
hersangkutan wajib:

a. Menyampaikan. laporan perkembangan Raudhatul Athfa)
kepada Kepala Kanlor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikic perkembangan jumlah peserta  didik,
pelaksanaan kurtkulum, pelaksanaan pemenuhan standar
Ssarana prasarana, dan pelsksanaan pemenuban standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atan

b. Mengajukan pendafiaran  visitasl akreditasi Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimans
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenukhi
standar pelayanan  minimal penyelenggaraan  pendidikan
danfatau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diletum
KEDUA hurul b mendspat peringkat minimal €, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlalo,

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huraf a cintlai memenuhl
standar pelayanan minimal  penvelenggaraan  pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebapgaimena dimaksod Diktum
KEDUA hurul b tidak mendapat peringkar rminimal €, maka
izin oeperasionel  debagaimana  dimaksud dalam  Diktum
KESATU dicabut,

Keputusan ini mulid berlaku pada tangesl ditetapkan
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada-tanggal 253 Juni 2018
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REPLUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PCIAE

OR TAHUN 2018

TENTANG
FEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL [PHI SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG LMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Noama Madrasah

Ra. [PHI SAMIGALUH

Momor Statistik Madrassh

POL2340 10031

Alamat Madrasah

Bangunrejo

Resa / Kelurahan Purwoharjo
Becamatan Samigaluh
Kabupaten Kulon Progo
Daerah Istimewa Yogvakarta

Mamu Organisasi Penvelenggarn

IPHI SAMIGALUH

Alite Notaris Organisasi

Penvelenggara

Mo, 399K/ X (2010 Haji Syarif Siangan
Tanudjaja, SH Tanggal 22 Oktober 2610

f

Fengesahan Akte Notaris

Organisasi Penvelenggara

AHU-156.AH.01.06, Tahun 2010 Tangeal 3
Movember 2010
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